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ABSTRAK

AKIBAT HUKUM BILA PENYIDIK TIDAK MELENGKAPI
BERKAS PERKARA

HARRY WIJAYA
502018303

Apabila tahap penyidikan dianggap selesai oleh penyidik, maka pihak.
penyidik akan menyerabkan basil penyidikannya kepada pihak penuntut umum
untuk dapat dilakukan penuntutan, namun sebelum itu dilakukan penuntut umum
harus dapat memastikan bahwa berkas yang diserabkan oleh penyidik sudah
lengkap dan memenuhi ketentuan KUHAP sehingga berkas tersebut siap untuk
dilakukan penuntutan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum. Akan tetapi
jika berkas tersebut dianggap kurang lengkap, maka pihak kejaksaan dapat
mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik dengan disertai petunjuk atau
keterangan apa yang perlu dilengkapi oleh penyidik.

Tujuan pendlitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan wewenang jaksa
penuntut umum dalam melengkapi berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik
dan juga untuk mengetahui dan memahami akibat hukumnya apabila penyidik tidak
mau melengkapi berkas perkara.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa wewenang jaksa penuntut
umum dalam melengkapi berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik adalah:
apabila berkas perkara dianggap oleh penuntut umum belum lengkap, maka jaksa
penuntut umum hanya berwenang untuk memberikan petunjuk kepada penyidik
tentang kekuranganlengkapan dari pada berkas yang disidiknya dalam jangkawaktu
tidak boleh lebib. dari empat belas hari (14 ) hari, akibat hukum apabila penyidik
tidak mau melengkapi berkas perkara adalah: makapihak penuntut umum meminta
pemyataan tertulis dari penyidik yang menyatakan bahwa penyidik untuk
melengkapi berkas tersebut telah dilakukan secara optimal tetapi tidak berhasil,
maka untuk selanjutnya penuntut umum dapat melakukanpenghentian penuntutan
yang disampaikan kepada tersangka atau kemarganyaatau penasehat hukumnya,
pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.

Katakunci: Akibat Hukum, Penyidik, Berkas Perkara
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemeliharaan keselarasan hidup di dalam masyarakat membutuhkan berbagai
macam aturan sebagai pedoman dari hubungan kepentingan perorangan atau
kepentingan bersama dalam masyarakat. Hubungan kepentingan tersebut
diharapkan dapat selaras, agar manusia hidup berdampingan secara damai, tentram
dan sgahtera, akan tetapi tidak sedikit terjadi hubungan kepentingan tersebut
menjadi pertentangan atau kemungkinan pertentangan.

Sebahagian hubungan kepentingan perorangan atau kepentingan bersama
dalam masyarakat diselenggarakan melalui pedoman yang diatur oleh norma-norma
agama, kesusilaan dan sopan santun. Namun norma-norma tersebut belum cukup
memuat pedoman hidup manusia dalam masyarakat yang sudah menjadi kompleks
kepentingannya, terutama dalam organisas masyarakat besar yang berbentuk
negara. Norma-norma yang sudah adaitu sebahagian lainnya memer|ukan kekuatan
untuk memaksa yang bersifat mengatur atau memerintah atau melarang yang
terhimpun dalam norma hukum.

Norma hukum yang dibuat oleh pembentuk hukum memuat ketentuan dan
aturan selain untuk menjamin hak dan kewagjiban perseorangan, juga untuk
melindungi hak dan kewagjiban orang lain dalam masyarakat, agar tercapai suatu
keselarasan hidup dalam masyarakat melalui saluran tertentu untuk menyel esaikan

kepentingan apabilaterjadi pertentangan.



Pihak yang terlibat atau korban dari perbuatan melawan hukum yang diatur
dalam hukum pidana harusjuga disel esaikan sesuai dengan aturan yang ditentukan
dalam hukum acara pidana, baik petugas yang berwenang dan proses perkara
pidananya, maupun perlindungan hukum bagi masyarakat serta perlindungan hak
asasl bag setiap orang.

Pada dasamya norma hukum acara pidana mengatur atau memerintahkan atau
melarang untuk bertindak, dalam menyelenggarakan upaya manakal a ada sangkaan
atau terjadi perbuatan pidana, agar dapat dilakukan penyelidikan, penyidikan,
tuntutan hukum, pemeriksaan hakim oleh petugas yang berwenang dengan
keharusan untuk menjunjung tinggi hak asas manusia serta hukum Moeljatno
merumuskan pengertian hukum pidana dan hukum acara pidana sebagai berikut:

Hukum pidana adalah sebagian dari pada keseluruhan hukum dasar yang
berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1 Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang
dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang bempa pidana tertentu
bagi barang siapa melanggar larangan tersebut

2 Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana
sebagaimana yang diancamkan

3 Menentukan dengan cara bagamana pengenaan pidana itu dapat
dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan'
Jadi Moeljatno merumuskan hukum pidana materil pada butir 1 dan 2,

sedangkan hukum pidana formil padabutir 3 di atas.

Melalui saluran hukum acara pidana dapat dicegah tindakan main hakim sendiri

(eigenrichting) tanpa hak oleh para pihak yang tidak berwenang, meskipun dalam

L Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, him 4



prakteknya petugas yang berwenang tidak selalu dapat seketika bertindak apabila
terjadi perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana.

Di dalam pemeriksaan pendahuluan, sebelum sampai kepada pemeriksaan di
sidang pengadilan, makadimula dengan apayang disebut dengan penyelidikan dan
penyidikan. Pasal 1 butir 5 KUHAP merumuskan bahwa: "Penyelidikan adalah
serangkaian tindakan penyelidik. untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa
yang diduga sebaga tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan
penyidikan".

Oleh karena itulah M. Yahya Harahap mengatakan bahwa: "Penyelidikan
merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan".? Akan tetapi
penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan.
Kemudian, Pasal 1 butir 4 KUHAP menentukan bahwa penyelidik adalah " Pejabat
kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang oleh undang-
undang ini untuk melakukan penyelidikan".

Sedangkan yang dimaksud dengan penyeidikan adalah "Serangkaian
tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP yang
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya’'.

Secarakonkrit dapat dinyatakan bahwa penyidikan dimulai sesudahterjadinya
tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:

tindak apa yang telah dilakukannya

kapan tindak pidanaitu dilakukan
dimanatindak pidanaitu dilakukan

2 M. Y ahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan
Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, him 101.



dengan apatindak pidanaitu dilakukan

bagaimanatindak pidanaitu dilakukan

mengapa tindak pidanaitu dilakukan, dan

siapa pembuatnya®

Selanjutnya, apabilatahap penyelidikan dianggap selesai oleh penyidik, maka
pihak penyidik akan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pihak penuntut
umum untuk dapat dilakukan penuntutan di muka persidangan, olehkarena itu
sebelum dilakukan penuntutan tentunya penuntut umum harus dapat memastikan
bahwa berkas yang disearahkan oleh penyidik sudah lengkap dan memenuhi
ketentuan KUHAP sehingga berkas tersebut sigp untuk dilakukan penuntutan di
muka persidangn oleh Jaksa Penuntut Umum.

Untuk itu apabila Jaksa Penuntut Umum menerima berkas yang dianggap
kurang lengkap. maka pihak kegaksaan dapat mengembalikan berkas tersebut
kepada penyidik dengan disertai petunjuk atau keterangan apa yang perlu
dilengkapi oleh penyidik.

Dari apa yang telah diuraikan di dalam latar belakang tersebut di atas,penulis
berkeinginan untuk mengadakan penelitian lebih mendalam yang hasilnya akan
dituangkan kedalam skripsi dengan judul: “AKIBAT HUKUM BILA PENYIDIK
TIDAK MELENGKAPI BERKAS PERKARA”

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasal ahan adalah sebagai berikut:

1  Bagamanakah wewenang jaksa penuntut umum dalam melengkapi berkas

perkara yang diserahkan oleh penyidik ?

3 Ansorie Sabuan, dkk, Hukum Acara Pidana, Angkasa, Bandung, 1990, him 77



2 Apakah akibat hukumnya apabila penyidik tidak mau melengkapi berkas
perkara ?
C. RuangLingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penel usuran terhadap
wewenang jaksa penuntut umum dalam melengkapi berkas perkarayang diserahkan
oleh penyidik (Studi kasus di Keaksaan Negeri Palembang), tanpa menutup
kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya
Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan wewenang jaksa penuntut umum dalam
melengkapi berkas perkara yang diserakan oleh penyidik.

2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukumnya apabila penyidik tidak
mau melengkapi berkas perkara.

Hasil peneitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritisyang
diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang
dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmupengetahuan
khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang
dipersembahkan kepada almamater.

D. KerangkaKonseptual

Kerangka Konseptual merapakan pengertian dasar dalam suatu penelitian
yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan
dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran

penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, raaka dalam uraian di bawah iui



akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan

judul skripsi ini sebagai berikut:

1

Daam hukum administrasi negara wewenang bisa diperoleh secara atribut,
delegasi atau mandat. Wewenang secara atribut adalah pemberian wewenang
yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-
undangan atau aturan hukum. Wewenang secara delegasi, merupakan
perundang-undangan aturan hukum. Sedangkan wewenang secara mandate,
bukan pengalihan atau pemindahan wewenang, tapi karena yang berkompeten
berhalangan.

Jaksa adalah Pgabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk
bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang
untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Penyidik adalah Pejabat Polis Negara Republik Indonesia, atau Pejabat
Pegawal Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-
undang untuk melakukan penyidikan.

Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum,

terutama yang ada sangkut pautnya dengan wewenang jaksa penuntut umum

melengkapi berkas perkarayang diserahkan oleh penyidik (studi kasus di Kejaksaan

Negeri Palembang), makajenis penelitiannya adalah penelitian hukum



empiris (sosiologis) yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak

bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1 Penditian kepustakaan (library research) dalam rangka mendapatkan data
sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konsepsiona dengan
caramengkaji bahan-bahan hukum seperti:

a Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang didapat dari peraturan
perundang-undangan yang relevan

b Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang didapat dari teori-
teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya

¢ Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan hukum pendukung bahan
hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lainnya.

2. Pendlitian lapangan (field research) dalam upaya mendapatkan data primer
dengan cara melakukan survey dan mewawancarai pihak terkait, dalam hal
ini Jaksa Penuntut Umum yang ada di Kejaksaan Negeri Palembang. Teknik
pengolahan data dilakukan dengan menerapkan metode analisis isi (content
analisys) terhadap datatekstular untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam
suatu kesimpulan.

F.  Sistematika Penulisan
Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Unversitas

Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun

dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berkut:



Bab. I. Pendahuluan, berisi latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan,
kerangka konseptual, metode penelitian. serta sistematika penulisan

Bab. Il Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai
pengertian hukum acara pidana, maksud dan tujuan hukum acara
pidana, sifat dan fungsi/tugas penyidikan, pemberkasan hasil
penyidikan, fungs dan kedudukan kejaksaan, fungs dan tugas jaksa
penuntut umum

Bab. I11. Pembahasan. yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secarakhusus
menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai
bagaimanakah wewenang jaksa penuntut umum dalam melengkapi
berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik dalam proses perkara
pidana dan juga mengenai apakah akibat hukumnya apabila penyidik
tidak mau melengkapi berkas perkara dalam proses perkara pidana

Bab. 1V. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi

dalam bentuk kesimpulan dan saran-saran.
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